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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 2 T AHUN 2007 

T E N T A N G  

PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 
BERMOTOR (BBN-KB) ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA 

BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERASAL DARI LUAR 
PROVINS I KALIMANT AN TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a .  bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan mendorong 
minat masyarakat Pemilik/Penguasa kendaraan bermotor luar 
daerah dengan Nomor Polisi Non KH untuk mendaftarkan dan 
membayar Pajak Kendaraan Bermotornya di Kalimantan Tengah, 
perlu memberikan pembebasan pembayaran bea balik nama 
kendaraan bermotor; ' 

b .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan 
T engah ten tang Pemberian Pembebasan Pembayaran Bea Batik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Penyerahan Kedua 
Dan Seterusnya Bagi Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari 
Luar Provinsi Kalimantan T engah ; 

1 .  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah 
Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lornbaran Negara Nomor 4048); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 0  Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Menetapkan 

2 

Nomor 125 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3530); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 1 1 8 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138  ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 
Nomor 1 T ahun 1998 ten tang Pajak Kendaraan Bermotor, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Prov ins i Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 
Ten tang Pajak Kendaraan Bermotor; 

1 0 .  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Prov insi Kalimantan Tengah Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 
1998 Ten tang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

1 1 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas­ 
dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 

1 2 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan 
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada 
Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah; 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN 
PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
(BBN-KB) AT AS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA BAGI 
KENDARAAN BERMOTOR YANG BERASAL DARI LUAR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 



Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 
lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 
yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar 
yang bergerak. 

2. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik 
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 
tukar menukar, hibah ,  termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan 
atau pemasukan ke dalam badan usaha; 

3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
pajak yang d ipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan 
kendaraan bermotor. 

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 
BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 
bermotor. 

5. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat 
yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara 
permanen. Yang termasuk jenis alat-alat berat dan alat-alat besar 
antlara lain sebagai berikut : forklip/tracktor, buldozer, loader, 
skider , shovel/scarper/ crwler, grader, exavator, crane, farm 
tracktor, looging truck, aspal mixing plant, mesin gilas (stom wals), 
lokomotif. 

Pasal2 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diberikan 
pembebasan pembayaran adalah Bea Batik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBN-KB) Penyerahan Kedua dan seterusnya sebesar 
100% (seratus persen). 

Pasal 3 

Pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya berlaku 
untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan 
Tengah (Plat Non KH). 

Pasal4 

Pemberian pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 tidak termasuk untuk Kendaraan Alat-alat Berat / Besar. 

Pasa l5 

Masa pemberian pembebasan pembayaran Bea Batik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang mendaftar pada kurun waktu 
mu la i tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007. 



Pasa l6 

Selama masa pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Wajib Pajak hanya diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) untuk periode 1 (satu) tahun tanpa sanksi administrasi kepada 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pasa l7  

Pelaksanaan Teknis Administrasi lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pasa l8  

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

Ditetapkan di P 
pada tanggal 

AGUSTIN ERAS NARAN 

D iundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 1 Maret 2007 

SEKRET ARIS DAERAH 
PROVINS I  KALIMANT AN TENGAH,  

z 
THAMPUNAH SINSENG 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN 2007 NOMOR 

2007 


